SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/ 49 TAHUN 2025

TENTANG

TIM AHLI PEMBUATAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025-2045

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

: a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana

4.

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Papua Tengah Tahun 2025-2045, perlu dilakukan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) guna memastikan
prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar
dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah
dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program,;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Tim Ahli Pembuatan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun
2025-2045;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis, dalam membuat dan
melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
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10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun
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2025 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun
2025 Nomor 1);

Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 3
Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah
Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Tim Ahli Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2025-2045, dengan susunan keanggotaannya
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan pengkajian pembangunan berkelanjutan
terhadap pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan yang ditetapkan Pemerintah Pusat;

b. melakukan perumusan skenario pembangunan
berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi
pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan;

c. menyusun laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
memuat hasil perumusan skenario pembangunan
berkelanjutan;

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Dinas Lingkungan Hidup,
Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire

pada tanggal 24 Maret 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya

HUKUM,
N

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
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Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;

Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;

Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi

Papua Tengah di Nabire;

o

Masing-masing yang bersangkutan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 49 TAHUN 2025

TENTANG
TIM AHLI PEMBUATAN KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025-
2045

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AHLI

KEDUDUKAN
NO NAMA DAN JABATAN DALAM TIM

1 Dr. Asep Sofyan Koordinator
(Ahli Teknik Lingkungan)

5 Dhio Nandiwardhana, S.T. M.T. Anggota
(Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota)

3 Eqiu Alkahfi, S.T., M.T. Anggota
(Ahli Lingkungan)

a Chandra Iramawati, S.T.,M.T. Anggota
(Ahli Lingkungan)

5 Fauzan Shidiq, S.T. Anggota
(Asisten Tenaga Ahli Lingkungan)

6 Moehammad Budicahyanto, S.T. Anggota
(Asisten Tenaga Ahli Industri)

7 M ﬁ_&gung 3 Agusting, S.Si.‘ Anggota
(Asisten Tenaga Ahli Biologi)

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA
Salinan sesuai dengan aslinya

WO HUKUM

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002 121002



